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BAB III 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di dapatkan serta diolah 

dan dianalisis kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut, 

pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi kumulatif terhadap 

korporasi selalu menerapkan sanksi kumulatif terhadap tindak pidana 

korporasi. Penerapan sanksi kumulatif dengan terdakwa korporasi 

diterapkan terhadap korporasi dan pengurus korporasi. Hal itu dikarenakan 

pidana penjara tidak dapat diterapkan terhadap korporasi sehingga 

pengurus korporasi mendapatkan sanksi pidana penjara. Pertimbangan 

hakim dalam menerapkan sanksi pidana denda kepada korporasi dan 

pidana penjara terhadap pengurus korporasi dikarenakan hakim terikat 

untuk menjatuhkan ancaman kumulatif terhadap tindak pidana korporasi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran 

yaitu, pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi kumulatif terhadap 

korporasi harus berani membuat terobosan hukum dalam menerapkan 

sanksi yang dirumuskan secara kumulatif guna memenuhi tujuan 

pemidanaan. 
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